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NOMOR SOP : 050/ 3)¢/ /01 - Bappeda
TANGGAL PEMBUATAN | : 28 Juli 2021
TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DISAHKAN OLEH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NAMA SOP : SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Minimal Sarjana

2. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Menguasai Tata Pembukuan

2
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 tahun 2012 |3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 4

. i Memiliki Tata Krama
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

4. Keputusan Kepala Bappeda Provinsi NTB Nomor 110 tahun 2021
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) pada Bappeda Provinsi NTB

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Formulir isian
2. Komputer
1. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari pemerintah 3. Pesawat Telepon
4. Jaringan Internet
5. ATK
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak

akan terlayani dengan baik

2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelavan n prima tidak
tercapai : el 1 A tidakiakan Dokumen Daftar Informasi Publik
E

. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Bappeda Provinsi
NTB terhadap masyarakat menjadi negatif
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SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PPID Tim Atasan RED
Pembantu Perimbangan  PPID Kelenokapan A St
PPID berkoordinasi dengan Darar e Rekapitulasi
pejabat pada unit kerja yang vang dikscualikan _ Klasifikasi
1 menguasai dan mengelola [ 1 dari PPID Setiap saat |.nforma_5| yang
informasi tertentu untuk GO Bappeda Provinsi dikecualikan dari
melakukan pengklasifikasian NTB PPlD‘Bappeda
informasi publik Provinsi NTB
Memberil;gnkpertimbangan atas ) Dasartiucu eI surat ktgputusan
informasi/dokumen yang O, : im
2 | dimaksud yang bersifat rahasia <, i 208‘; d:rt -Il;aEh;EI 1 Pajc;?nhferlrjgan pertimbangan
berdasarkan UU, kepatuhan dan B il Tahun 2017 pelayanan
kepentingan umum informasi
Informasi / Pada hari dan
Membuat pertimbangan tertulis dokumen yang jam kerja,
secara saksama dan penuh s Ll AL telah dinyatakan maksimal 10 Berita acara
3 | ketelitian sebelum menyatakan ' )l-q dikecualikan dan (sepuluh hari pengujian
informasi publik tertentu : disusun berita kerja), sejak uiji konsekuensi
dikecualikan acara penguijian konsekuensi
konsekuensi dilaksanakan
Penetapan
keputusan
Konsep keputusan Maksimal SIS [FIH (D
Hasil pertimbangan tertulis AT atasan PPID disahkan utama beserta
sebagaimana dimaksud v B ] utama beserta setelah 1 Ll
4 | dilaporkan kepada pimpinan lampiran Klasifikasi bulan Klastfixasi
badan publik untuk mendapatkan informasi yang pelaksanaan | Mformasi yang
persetujuan dikecualikan dan Uji dikecualikan dan
berita acara konsekuensi | Pe'ita acara

yang telah
ditandatangani
dan disahkan




SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN Ry
RPID i A Waktu Output
Pembantu Pertimbangan  Perangkat SR NEEhEhERE P
Daerah

Melakukan kajian atas informasi / Berkas Berkas
dokumen yang tidak termasuk per]cmohor!an permohonan
dalam daftar informasi publik WELHSIAOR informasi / : ! :
dengan melibatkan tim E_—_V] dokumen dari Setiapisdat lnfotrglr? zlii;’?ng
pertimbangan pelayanan pemohon lengkap
informasi informasi
Memberikan pertimbangan atas Suratt

informasi/dokumen yang
dimaksud yang bersifat rahasia
berdasarkan UU, kepatuhan dan

Dasar Hukum :
UU No. 14 Tahun
2008 dan PERKI

Pada hari dan jam
kerja

keputusan tim
pertimbangan

: 1 Tahun 2010 PEEVERED
kepentingan umum informasi
Menyerahkan informasi/dokumen
yang dimaksud, jika status : Pada hari dan jam :
informasi/dokumen oleh tim dOIELOm?: 3:“9 kerja, maksimal 10 dérll?rrr:giséléri
ip;ef(r)t:mla)a_ng'an pelayanan TR > FaPE telah dinyatakan Lafken e seiak komponen
si dinyatakan rahasia, S ol S| R sl erlE ul permohonan t K

maka PPID membuat surat gy ubli informasi % audperang 2
penolakan kepada pemohon R teregistrasi il
informasi

Informasi atau Maksimal

dokumen yang diberikan

; : diminta oleh perpanjangan Informasi
Mena_ndatanganl tanda bqktu Dol s SN [*-a—~1 pemohon pemenuhan publik yang
penerimaan atau memberikan G 2 .t informasi atau permohonan diminta oleh
§lt:rattp?no!a;<an keplzdi pemohon surat penolakan | informasi selama 7 pemohon
Jika status informasi/dokumen jika hari sejak informasi atau
dinyatakan rahasia informasi/dokume | pemberitahuan | surat
N tersebut tertulis diberikan | penolakan
dikategorikan dan tidak dapat
rahasia diperpanjang lagi




